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PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAR DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrua! Pada Pemecrintah Daerah, maka perilu
mpr\,tayka*l Per: aturar: Bupati tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daeral;
babwa berdasarkasn pertimbangan sebagaimana

dimazksud pad

la huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Si

sistermm Akuntans: Pemerintah Daerah.

Undang-Undan L; Nomor ~*12 Tahuhi 1256 tentang
Pembentukan Daerah Ctonom Kabupaten

4

Tingkat II Ta

Negara Repu:blik Indonesia Nomor 27535);

[

Undang-Undang
Pen: \/61{.‘ bt‘)"“‘ n
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L.embaran Neg:

Repu blik hwu esiz Tahun 1599 Nomor 7&, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
) (-_'Lez:l'f;:w.a.*'fz:n i‘f’\Tegm*a Repubf.ik Indonesia
: Tambahan Lembaran Negara

Keuangan ‘\ﬂt,
Tahun 2 3
Repuiblik In

Undang-Undang
Perbendaharaan (
Indonesia Tahun N otaor 5, Tamba

Negara Republik Indonesia

o

dalam:
Lingkungan Tufoz Provinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tenhun 1965 tentang yembentmkar
Daerah Tingkai i Sarolangun Bangko dan Daerah
jung Jabung {(Lembaran Negara Rmvub"’ik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 50, Tambahen Lembaras

or 28 Tahun 1699 tentang
Negara yang Bersih dan Bebas

Tahun 2004 tentang
mbaran Negara Republik
Lembaran
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13,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintali Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daeral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor
4852 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan...........



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomar.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan 'Standar Akuntansi P‘emerintahgn
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Merietapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 4
. . 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pe.merintah Daerah yang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom. |
Bupati adalah Bupati Batang Hari.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD  adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang  berkedudukan sebagai unsur

i
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(0]

Keuangan Daerah adalah semua hak can kewajiban
daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran, selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah darn DPRD dan
ditetapkan dengan' Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD ‘adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. |
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengtj:lolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak . dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna  Anggaran adalah  pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya. l

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian  tugas

Bendahara Umum Daerah.

. TSP
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Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
penguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Pejabat  Penatausahaan Keuangan SKPD  yang
selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangar pada SKPD.
Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya
di singkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang
pendapatan daerdh dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD .

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahaan dan memperianggung jewabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Akuntansi adalah proses . identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transal:si
dan kejadian keuangan, penyajian laporan; serta
penginterprestasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat menjadi KSAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan Pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi

judul, nomor dan tanggal efektif.
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Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-
praktek spesifik ‘yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Kebijakan akuntansi Pémerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan
dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organiéasi Pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan ' peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi ysng mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

V) ) i SRS ) 2SS
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Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran
lebih dalam periode anggaraﬁ yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan_LO adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bérsangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Belanja adalah serhua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekqnomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuites,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsurﬁsi aset
atau timbulnya kewsajiban.

Pembiayaan Daerah adalah semua pencerimaan yang
perlu dibayar kem\ba_li dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tabun anggaran
berikutnya. ‘

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa 'lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah deerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

48. Kewajiban.........
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Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkar: aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntarisi
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan
adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau ?ada periode yang
berjalan. .
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang ldisusun secara sisternatis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD "adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang dibentuk untuk'memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada. prinsip

efisiensi dan produktivitas.



BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntasi Pemerintah
Daerah ini bertujuan untuk memberikan Pedoman Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPKD meupun seluruh
SKPD dan BLUD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Batang
Hari yang meliputi : serangkaian prosedur muiai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

‘ BAB III
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi  Pemerintah  Daerah (SAPD)
merupakan suatu instrumen untuk mengooerasionalkan
prinsip-prinsip akuhtansi yang telah ditetapkan dalam
SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan
rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses
identifikasi transaksi . keuangan, menjurnal ke dalam
buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun
neraca saldo, menyusun kertas kerja kpnsolidasian, dan
diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

(2) SAPD merupakan pedoman dalam  pengelolaan
keuangan, dan menjelaskan siapa melakukan apa
dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat
dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD
disusun agar para petugas vang menjalankan fungsi
akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses

akuntansi dengan baik dan benar.

(3} SAPD .........
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(3) SAPD berdasarkan elemen-elemen laporan realisasi
anggaran, 1aporan‘operasiona1, dan neraca Pemerintah
Daerah.

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan

sistematika sebagai berikut:

1). Prosedur;

2). Pihak-pihak terkait;

W

. Dokumen terkait;

g p

)
). Jurnal standard;
). Langkah-langkah teknis.

Pasal 5
Basis yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Daerah menggunakan basis akrual. Namun dalam hal
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,

maka LRA disusun berdasarkan basis kas.
Pasal 6

Sistem dan Prosedur SAPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

(1) Kepala Bagian Keuangan Selaku Kuasa BUD
melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati
ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup mengkoordinasikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan
sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta
memberikan  petunjuk = teknis atas Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Bupati lainnya yang terkait dengan
pengelolaan keuangan daerah sepanjang kelum diganti
dan tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini
dinyatakan tetap berlaku.

~ BABIV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
20185.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal : \p - \2 +2014

BUPATI BATANG HARI,

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal \b . \2 . 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUFPATEN BATANG HARI

ALl REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR |8 §
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Transaksi Dokumen Rekening Debe:tw,v Kredit
Pengakuan | Bukti Memorial Kas PPK BLUD.... XXX
Pendapatan | Belanja.... Xxx

dan Belanja
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